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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat 

hidayahNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Evaluasi Rencana 

Kerja (Renja) Triwulan I Tahun 2025 pada Sekretariat DPRD Kabupaten 

Tanah Datar. 

Melalui Evaluasi Rencana Kerja Triwulan I Sekretariat DPRD 

Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan 

gambaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan 

dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dicapainya. 

Program dan kegiatan tersebut merupakan gambaran pelayanan 

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam pelayanan administrasi 

dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. 

Akhirnya melalui Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan I 

Tahun 2025 ini diharapkan adanya perbaikan dan penyesuaian pada 

pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan selanjutnya. 

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih. 

 

 Batusangkar,       April 2025 

SEKRETARIS DPRD 
KABUPATEN TANAH DATAR 

 

 

Drs. YUHARDI 
NIP. 19650909 199203 1 007 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2026, merupakan bentuk 

pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara 

substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai 

dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk 

mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah 

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah (RKPD) tahun 2025. 

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD 

untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan 

kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh 

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong 

partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu 

pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. 

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar merupakan SKPD yang 

melaksanakan urusan penunjang, yaitu sebagai unsur pelayanan 

administrasi dan pemberian dukungan  terhadap tugas dan fungsi 

DPRD, sehingga dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan 

program dan kegiatannya tidak secara langsung melibatkan masyarakat. 

Evaluasi terhadap Rencana Kerja ini merupakan bentuk untuk 

mengetahui sejauh mana Renstra telah dijabarkan dalam rencana kerja 

tahunan. Evaluasi dilaksanakan secara triwulan dan laporan ini 

merupakan laporan triwulan I  pelaksanaan rencana kerja sesuai dengan 

anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar. 

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2025 disusun 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
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tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang diperbaharui dengan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang 

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, 

sehingga terjadi perubahan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. 

1.2 LANDASAN HUKUM 

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2025 Sekretariat 

DPRD Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi 

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 25); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sera Tata Cara Perubahan 

Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 

tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri E); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 

2021-2026 Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 

Tahun 2021 Nomor 29); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2021 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40); 

11. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 29 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. 

 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud disusunnya rancangan perubahan rencana kerja Sekretariat 

DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 adalah : 

1. Menjadi acuan/dasar bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar 

dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah strategis 
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guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar. 

2. Menyediakan dokumen resmi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah 

Datar dalam rangka penyusunan perencanaan, menentukan 

prioritas dan menyusun program dan kegiatan Sekretariat DPRD 

Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 yang dibiayai dengan APBD 

Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN. 

3. Agar seluruh aparatur di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar 

dapat memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan 

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025. 

Sedangkan tujuan penyusunan Renja antara lain sebagai berikut : 

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten 

Tanah Datar Tahun 2025 adalah sebagai alat dan pedoman untuk 

melaksanakan program dan kegiatan yang pada akhirnya diarahkan 

untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program dan 

kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar  dan sebagai acuan 

dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban. 

 

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk mengetahui materi secara keseluruhan dari dokumen 

rancangan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar 

Tahun 2025 ini, perlu disampaikan sistematika penyusunan Renja ini, 

yaitu sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai : 

1.1  Latar Belakang 

1.2  Landasan Hukum 

1.3  Maksud dan Tujuan, serta 

1.4  Sistematika Penulisan  

BAB  II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN 

TRIWULAN II TAHUN BERKENAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai : 
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2.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala OPD 

Triwulan I 

2.2 Realisasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub  

Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja (tambahkan 

tabel evaluasi renja) 

 

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT 

DAERAH 

 Pada bab ini menjelaskan mengenai : 

3.1 Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja 

3.2  Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja 

 

BAB IV  PENUTUP 

Pada bab ini menjelaskan mengenai : 

4.1 Kesimpulan 

4.2 rekomendasi Tindak Lanjut 
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BAB II 

CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT DAERAH 
TRIWULAN I 

 

2.1 REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  

 KEPALA OPD TRIWULAN I 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2025 

 

 

No. 

 

Sasaran 

 

Indikator 

Realisasi Kinerja 

Triwulan I 

Target 

2025 
Realisasi 

1. Meningkatnya 

Layanan 

Administrasi 

- Nilai 

Akuntabilitas 

Sekretariat 

DPRD 

BB B 

2. Meningkatnya 

Fasilitasi 

Kedewanan 

- Jumlah 

aspirasi 

masyarakat 

yang dapat 

diakomodasi 

DPRD dalam 1 

Tahun 

10 Kali - 

 

2.2 REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB 

 KEGIATAN DAN ANGGARAN RENCANA KERJA 

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 
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Program ini terdiri atas 9 kegiatan dan 31 sub kegiatan dengan 

jumlah anggaran sebesar Rp. 23.508.106.689,- dari jumlah anggaran 

tersebut terealisasi sebesar Rp. 4.700.149.866,- atau 20%  Pada 

pelaksanaan program ini, realisasi dari indikator kinerja keluaran 

(output) kegiatan masih rendah, diakibatkan oleh adanya perubahan 

sistem pembayaran dan pembaruan di aplikasi perpajakan. Dapat 

dilihat setiap sub kegiatan sebagai berikut : 

No PROGRAM / KEGIATAN 
PAGU 

ANGGARAN 

Realisasi 

Keuangan Fisik 

Nilai % % 

1 

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA 

21.046.456.298 4.483.225.430 21,3 
 

1.1 

Perencanaan, Penganggaran, 

dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

163.207.500 24.236.900 14,85 
 

1.1.1 
Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah 
151.407.500 14.095.900 9,31 20 

1.1.2 

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 

11.800.000 10.141.000 85,94 91 

1.2 
Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 
3.081.719.356 643.719.795 20,89 

 

1.2.1 
Penyediaan Gaji dan Tunjangan 

ASN 
3.059.919.356 638.024.795 20,85 25 

1.2.2 

Koordinasi dan Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir Tahun 

SKPD 

11.800.000 5.695.000 48,26 50 

1.2.3 

Pelaksanaan penatausahaan 

dan pengujian/verifikasi 

keuangan SKPD 

10.000.000 0 0 5 

1.3 

Administrasi Barang Milik 

Daerah pada Perangkat 

Daerah 

10.000.000 0 0 
 

1.3.1 
Penatausahaan barang milik 

daerah pada SKPD 
10.000.000 0 0 10 
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1.4 
Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 
100.000.000 23.579.731 23,58 

 

1.4.1 

Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Berdasarkan Tugas 

dan Fungsi 

100.000.000 23.579.731 23,58 25 

1.5 
Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 
990.000.000 87.635.500 8,85 0 

1.5.1 

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan 

Kantor 

25.000.000 0 0 10 

1.5.2 
Penyediaan Peralatan Rumah 

Tangga 
50.000.000 0 0 20 

1.5.3 
Penyediaan Bahan Logistik 

Kantor 
100.000.000 0 0 25 

1.5.4 
Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan 
50.000.000 0 0 20 

1.5.5 
Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-undangan 
130.000.000 0 0 20 

1.5.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu 185.000.000 25.298.300 13,67 30 

1.5.7 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

400.000.000 62.337.200 15,58 25 

1.5.8 
Penyediaan peralatan dan 

perlengkapan kantor 
50.000.000 0 0 20 

1.6 

Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

30.040.000 0 0 
 

1.6.1 Pengadaan Mebel 10.010.000 0 0 5 

1.6.2 
Pengadaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya 
20.000.000 0 0 5 

1.6.3 
Pengadaan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 
10.000 0 0 0 

1.6.4 
Pengadaan Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 
10.000 0 0 0 

1.6.5 

Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Pendukung Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainnya 

10.000 0 0 0 
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1.7 
Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 
1.036.641.566 208.023.678 20,07 

 

1.7.1 
Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 
222.315.200 44.301.400 19,93 25 

1.7.2 
Penyediaan Jasa Komunikasi, 

Sumber Daya Air dan Listrik 
275.000.000 43.485.210 15,81 25 

1.7.3 
Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor 
539.326.366 120.237.068 22,29 25 

1.8 

Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

1.622.872.535 248.909.564 15,34 
 

1.8.1 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas 

254.224.020 9.413.320 3,7 15 

1.8.2 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

419.771.324 44.975.700 10,71 20 

1.8.3 Pemeliharaan Mebel 15.000.000 0 0 0 

1.8.4 
Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya 
30.164.400 0 0 0 

1.8.5 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan Lainn 

903.712.791 194.520.544 21,52 25 

1.9 
Layanan Keuangan dan 

Kesejahteraan DPRD 
13.311.975.341 3.198.404.610 24,03 

 

1.9.1 
Penyelenggaraan Administrasi 

Keuangan DPRD 
12.659.475.341 3.198.404.610 25,26 30 

1.9.2 
Penyediaan Pakaian Dinas dan 

Atribut DPRD 
565.000.000 0 0 5 

1.9.3 
Pelaksanaan Medical Check Up 

DPRD 
87.500.000 0 0 5 

1.10 Layanan Administrasi DPRD 700.000.000 48.715.652 6,96 
 

1.10.1 
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi DPRD 
415.000.000 34.054.400 8,21 20 

1.10.2 
Penyediaan Kebutuhan Rumah 

Tangga DPRD 
285.000.000 14.661.252 5,14 20 
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2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 

Program ini terdiri atas 6 kegiatan dan 15 sub kegiatan dengan 

jumlah anggaran sebesar Rp. 17.523.619.000,- dari jumlah anggaran 

tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.665.019.896,- atau 15,3%. Pada 

pelaksanaan program ini, realisasi dari indikator kinerja keluaran 

(output) kegiatan masih rendah, diakibatkan oleh perubahan sistem 

pembayaran dan pembaruan di aplikasi perpajakan. Dapat dilihat 

dari uraian sub kegiatan sebagai berikut : 

No PROGRAM / KEGIATAN 
PAGU 

ANGGARAN 

Realisasi 

Keuangan Fisik 

Nilai % % 

2 PROGRAM DUKUNGAN 

PELAKSANAAN TUGAS DAN 

FUNGSI DPRD 

18.148.619.000 3.172.675.010 17,48 
 

2.1 Pembentukan Peraturan 

Daerah dan Peraturan DPRD 
1.193.990.000 0 0 

 

2.1.1 Pembahasan Rancangan 

Peraturan Daerah 
1.193.990.000 0 0 15 

2.2 Pembahasan Kebijakan 

Anggaran 
3.166.247.200 0 0 

 

2.2.1 Pembahasan KUA dan PPAS 859.856.300 0 0 0 

2.2.2 Pembahasan Perubahan KUA 

dan Perubahan PPAS 
612.528.900 0 0 0 

2.2.3 Pembahasan APBD 256.116.300 0 0 0 

2.2.4 Pembahasan APBD Perubahan 766.478.200 0 0 0 

2.2.5 Pembahasan 

Pertanggungjawaban APBD 
671.267.500 0 0 10 

2.3 Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan 
1.511.282.800 0 0 

 

2.3.1 Pengawasan Penggunaan 

Anggaran 
1.511.282.800 0 0 10 

2.4 Peningkatan Kapasitas DPRD 4.374.500.600 464.132.976 10,61 
 

2.4.1 Pendalaman Tugas DPRD 3.244.115.000 386.828.796 11,92 20 

2.4.2 Publikasi dan Dokumentasi 779.835.600 29.139.180 3,74 20 
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Dewan 

2.4.3 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 290.550.000 48.000.000 16,52 20 

2.4.4 Penyelenggaraan Hubungan 

Masyarakat 
60.000.000 165.000 0,28 10 

2.5 Penyerapan dan 

Penghimpunan Aspirasi 

Masyarakat 

3.383.303.800 988.502.254 29,22 
 

2.5.1 Kunjungan Kerja dalam Daerah 1.700.000.000 541.966.904 31,88 40 

2.5.2 Penyusunan Pokok-Pokok 

Pikiran DPRD 
70.164.400 12.082.200 17,22 25 

2.5.3 Pelaksanaan Reses 1.613.139.400 434.453.150 26,93 30 

2.6 Fasilitasi Tugas DPRD 4.519.294.600 1.720.039.780 38,06 
 

2.6.1 Koordinasi dan Konsultasi 

Pelaksanaan Tugas DPRD 
4.519.294.600 1.720.039.780 38,06 45 
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BAB III 

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT 

PENCAPAIAN KINERJA 

 

3.1 FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA 

Rencana Kerja Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar 

pijakan untuk menyusun kebijakan umum anggaran Sekretariat DPRD 

Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2026 yang akan datang. Selain 

itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban 

kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar yang di 

implementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang 

mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan dan hasil 

akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan yang berlaku. 

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hal yang sangat 

penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi yang 

ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik 

internal maupun eksternal. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi 

oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, 

peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan 

sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri 

atas dua faktor strategis, yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan 

(weakness), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas 

dua faktor strategis, yaitu peluang (opportunity) dan ancaman/tantangan 

(threath). 

 

3.2 FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA 

Dengan kondisi yang ada dan tingkat capaian pelayanan, tentu 

masih dijumpai adanya kendala, tantangan ataupun hambatan. 

Terutama mengingat DPRD adalah unsur lembaga penyelenggara 

pemerintahan yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan 
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kebijakan daerah tentu harus mempunyai banyak referensi dan 

informasi yang cukup luas. Untuk memperlancar serta mempermudah 

pengambilan keputusan diperlukan data dan informasi yang up to date, 

valid dan mudah untuk mengaksesnya setiap saat dibutuhkan. Maka 

tantangan pelayanan kedepan terhadap dukungan kelancaran terhadap 

fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan 

DPRD, harus disiapkan Sumber Daya Manusia yang memadai, 

mempunyai kompetensi dalam bidang informasi dan tekhnologi serta 

pengembangan fasilitas transformasi teknologi informasi. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 KESIMPULAN 

Melalui evaluasi Rencana Kerja Triwulan I TA 2025 Sekretariat 

DPRD Kabupaten Tanah Datar, diharapkan dapat memberikan 

gambaran program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan 

dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dicapainya. 

Program dan kegiatan tersebut merupakan gambaran pelayanan 

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam pelayanan administrasi 

dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. 

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal yang 

penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran 

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai 

dengan kewenangan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, 

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan 

persandian yang diemban oleh Sekretariat DPRD sebagai salah satu OPD 

dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Oleh karena itu, sangat 

diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan 

pelaksanaan isi Renja Sekretariat DPRD. 

 

4.2 REKOMENDASI TINDAK LANJUT 

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut tidak 

terlepas dari hambatan dan kendala, oleh karena itu perlu diantisipasi 

sejak dini upaya-upaya perbaikan dan penyesuaiannya melalui evaluasi 

secara berkala setiap bulan secara intens dan konsisten dan 

berkoordinasi antar Bagian dan Sekretaris DPRD dan Pimpinan DPRD 

Kabupaten tanah Datar selaku pihak yang dilayani dan yang 

melayaninya. 

Terhadap program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas 

agar betul-betul dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan 



18 
 

senantiasa berprinsip pada azas efisiensi dan efektivitas serta 

akuntabilitasnya. Hal itu tentu berpedoman pada rencana yang sudah 

tersusun dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan. 

Akhirnya melalui Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan I 

tahun 2025 ini diharapkan adanya perbaikan dan penyesuaian pada 

pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan selanjutnya 

Demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan, dan terima 

kasih. 

 

 Batusangkar,       April 2025 
SEKRETARIS DPRD 

KABUPATEN TANAH DATAR 
 
 
 

Drs. YUHARDI 
NIP. 19650909 199203 1 007 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat 

hidayahNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Evaluasi Rencana 

Kerja (Renja) Triwulan II Tahun 2025 pada Sekretariat DPRD Kabupaten 

Tanah Datar. 

Melalui Evaluasi Rencana Kerja Triwulan II Sekretariat DPRD 

Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan 

gambaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan 

dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dicapainya. 

Program dan kegiatan tersebut merupakan gambaran pelayanan 

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam pelayanan administrasi 

dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. 

Akhirnya melalui Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan II 

Tahun 2025 ini diharapkan adanya perbaikan dan penyesuaian pada 

pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan selanjutnya. 

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih. 

 

 Batusangkar,       Juli 2025 

SEKRETARIS DPRD 
KABUPATEN TANAH DATAR 

 

 

Drs. YUHARDI 
NIP. 19650909 199203 1 007 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025, merupakan 

bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara 

substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai 

dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk 

mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah 

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah (RKPD) tahun 2025. 

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD 

untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan 

kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh 

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong 

partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu 

pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. 

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar merupakan SKPD yang 

melaksanakan urusan penunjang, yaitu sebagai unsur pelayanan 

administrasi dan pemberian dukungan  terhadap tugas dan fungsi 

DPRD, sehingga dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan 

program dan kegiatannya tidak secara langsung melibatkan masyarakat. 

Evaluasi terhadap Rencana Kerja ini merupakan bentuk untuk 

mengetahui sejauh mana Renstra telah dijabarkan dalam rencana kerja 

tahunan. Evaluasi dilaksanakan secara triwulan dan laporan ini 

merupakan laporan triwulan II  pelaksanaan rencana kerja sesuai 

dengan anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar. 
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Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2025 disusun 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang diperbaharui dengan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang 

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, 

sehingga terjadi perubahan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. 

1.2 LANDASAN HUKUM 

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2025 

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi 

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1956 Nomor 25); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, sera Tata Cara Perubahan Rancana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 

2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 

3 Seri E); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 

2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2021-2026 Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Datar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 29); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 

2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40); 

11. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 29 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. 

 

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud disusunnya rancangan perubahan rencana kerja 

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 adalah : 
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1. Menjadi acuan/dasar bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah 

Datar dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah 

strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan 

tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar. 

2. Menyediakan dokumen resmi Sekretariat DPRD Kabupaten 

Tanah Datar dalam rangka penyusunan perencanaan, 

menentukan prioritas dan menyusun program dan kegiatan 

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 yang 

dibiayai dengan APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun 

APBN. 

3. Agar seluruh aparatur di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah 

Datar dapat memahami dan menilai arah kebijakan, program 

dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 

2025. 

 Sedangkan tujuan penyusunan Renja antara lain sebagai berikut : 

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD 

Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 adalah sebagai alat dan pedoman 

untuk melaksanakan program dan kegiatan yang pada akhirnya 

diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program 

dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar  dan sebagai 

acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban. 

 

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk mengetahui materi secara keseluruhan dari dokumen 

rancangan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar 

Tahun 2025 ini, perlu disampaikan sistematika penyusunan Renja ini, 

yaitu sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai : 

1.1  Latar Belakang 

1.2  Landasan Hukum 

1.3  Maksud dan Tujuan, serta 

1.4  Sistematika Penulisan  
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BAB  II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN 

TRIWULAN II TAHUN BERKENAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai : 

2.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala OPD 

Triwulan I 

2.2 Realisasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub  

Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja (tambahkan 

tabel evaluasi renja) 

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT 

DAERAH 

 Pada bab ini menjelaskan mengenai : 

3.1 Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja 

3.2  Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja 

BAB IV  PENUTUP 

Pada bab ini menjelaskan mengenai : 

4.1 Kesimpulan 

4.2 rekomendasi Tindak Lanjut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

BAB II 

CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT 
DAERAH TRIWULAN II 

 

2.1 REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  

 KEPALA OPD TRIWULAN II 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2025 

 

No. 

 

Sasaran 

 

Indikator 

Realisasi Kinerja 

Triwulan II 

Target 

2025 
Realisasi 

1. Meningkatnya 

Layanan 

Administrasi 

- Nilai 

Akuntabilitas 

Sekretariat 

DPRD 

BB B 

2. Meningkatnya 

Fasilitasi 

Kedewanan 

- Jumlah aspirasi 

masyarakat 

yang dapat 

diakomodasi 

DPRD dalam 1 

Tahun 

10 Kali - 

 

2.2 REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB 

 KEGIATAN DAN ANGGARAN RENCANA KERJA 

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun anggaran 2025 

memiliki anggaran sebesar Rp. 34.031.725.689 dan realisasinya 

sebesar Rp. 14.388.889.021 atau 42,3%, lebih lanjutnya dapat dilihat 

dari uraian berikut ini: 
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1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Program ini terdiri atas 9 kegiatan dan 31 sub kegiatan dengan 

jumlah anggaran sebesar Rp. 23.008.106.689,- dari jumlah anggaran 

tersebut terealisasi sebesar Rp. 9.796.862.102,- atau 42,6%  Pada 

pelaksanaan program ini, realisasi dari indikator kinerja keluaran 

(output) kegiatan masih rendah, diakibatkan oleh adanya perubahan 

sistem pembayaran dan pembaruan di aplikasi perpajakan. Dapat 

dilihat setiap sub kegiatan sebagai berikut : 

A. 

PROGRAM 

PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

PAGU ANGGARAN REALISASI 
% 

Keu 

% 

Fisik 

I. Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Rp. 183.207.500 Rp. 76.021.500 41,5  

1. Penyusunan Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah 

Rp. 171.407.500 Rp. 64.228.300 37,5 50 

2. Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Rp. 11.800.000  Rp. 11.793.200 

 

99,9 100 

II. Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah 

Rp. 2.998.348.733 Rp. 1.409.462.148 47,1  

1. Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 
Rp. 2.986.548.733 Rp. 1.397.667.948 47 50 

2. Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun 

SKPD 

Rp. 11.800.000 Rp. 11.794.200 99,9 100 

III. Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

Rp. 50.000.000 Rp. 0 0  
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1. Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas 

Dan Fungsi 

Rp. 50.000.000 Rp. 0 0 0 

IV. Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 
Rp. 2.055.000.000 Rp. 970.748.776 47,3  

1. Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/ 

Penerangan Bangunan 

Kantor  

Rp. 25.000.000 Rp. 10.467.000 42 50 

2. Penyediaan Peralatan 

dan Perlengkapan 

Kantor 

Rp. 60.000.000 Rp. 16.600.000 28 50 

3. Penyediaan Perlatan 

Rumah Tangga 
Rp. 65.000.000 Rp. 26.457.000 41 50 

4. Penyediaan bahan 

Logistik Kantor 
Rp. 195.000.000 Rp. 44.776.000 23 50 

5. Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

Rp. 195.000.000 Rp. 26.205.000 31,1 50 

6. Penyediaan Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan 

Rp. 130.000.000 Rp. 40.350.000 31,1 50 

7. Fasilitasi Kunjungan 

Tamu 
Rp. 285.000.000 Rp. 87.876.650 31 50 

8. Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

Rp. 1.100.000.000 Rp. 718.017.126 65,3 70 

V. Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Rp. 198.750.000 Rp. 60.861.300 31  

1. Pengadaan Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 

Jabatan 

Rp. 0 Rp. 0 0  

2. Pengadaan Mebel Rp. 83.500.000 Rp. 0 0 40 
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3. Pengadaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya 
Rp. 115.250.000 Rp. 60.861.300 53 60 

4. Pengadaan Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

Rp. 0 Rp. 0 0  

5. Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

Rp. 0 Rp. 0 0  

6. Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

Rp. 0 Rp. 0 0  

VI. Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Rp. 1.073.176.277 Rp. 461.751.145 43,1  

1. Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 
Rp. 277.479.600 Rp. 116.074.000 42 50 

2. Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Rp. 275.000.000 Rp. 117.446.225 43 50 

3. Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor 

Rp. 520.696.677 Rp. 70.717.197 13,6 50 

VII. Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Rp. 2.784.643.199 Rp. 453.062.665 16,3  

1. Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan 

Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 

Jabatan 

Rp. 1.004.224.020 Rp. 73.020.500 7,3 50 
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2. 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan 

Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas atau 

Operasional 

Rp. 1.106.706.388 Rp. 145.408.500 13,2 50 

3. Pemeliharaan Mebel Rp. 35.000.000 Rp. 0 0 45 

4. Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

Rp. 65.000.000 Rp. 24.810.000 38,2 45 

5. Pemeliharaan/ 

Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan 

Lainnya 

Rp. 573.712.791 Rp. 209.823.665 36,6 50 

VII. Layanan Keuangan 

dan Kesejahteraan 

DPRD 

Rp. 

12.989.980.980 
Rp. 6.176.036.880 47,6  

1. Penyelenggaraan 

Administrasi 

Keuangan DPRD 

Rp. 12.337.480.980 Rp. 6.176.036.880 50,1 60 

2. Penyediaan Pakaian 

Dinas dan Atribut 

DPRD 

Rp. 565.000.000 Rp. 0 0 30 

3. Pelaksanaan Medical 

Check Up DPRD 
Rp. 87.500.000 Rp. 0 0 15 

IX. Layanan 

Administrasi DPRD 
Rp. 675.000.000 Rp. 188.917.688 28  

1. Fasilitasi Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi DPRD 

Rp. 415.000.000 Rp. 114.051.800 35 50 

2. Penyediaan Kebutuhan 

Rumah Tangga DPRD 

Rp. 260.000.000 Rp. 74.865.888 29 
50 
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2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 

Program ini terdiri atas 6 kegiatan dan 15 sub kegiatan dengan 

jumlah anggaran sebesar Rp. 11.023.619.000,- dari jumlah anggaran 

tersebut terealisasi sebesar Rp. 4.592.026.919,- atau 41,7%. Pada 

pelaksanaan program ini, realisasi dari indikator kinerja keluaran 

(output) kegiatan masih rendah, diakibatkan oleh perubahan sistem 

pembayaran dan pembaruan di aplikasi perpajakan. Dapat dilihat 

dari uraian sub kegiatan sebagai berikut : 

B 

PROGRAM 

DUKUNGAN 

PELAKSANAAN 

TUGAS DAN FUNGSI 

DPRD 

PAGU ANGGARAN REALISASI 
% 

Keu 

% 

Fisik 

I. Pembentukan 

Peraturan Daerah 

dan Peraturan DPRD 

Rp. 652.375.000 Rp. 0 0  

1. Pembahasan 

Rancangan Peraturan 

Daerah 

Rp. 652.375.000 Rp. 0 0 30 

II. Pembahasan 

Kebijakan Anggaran 

Rp. 1.216.684.600 Rp. 0 0  

1. Pembahasan KUA dan 

PPAS 

Rp. 346.722.900 Rp. 0 0 0 

2. Pembahasan 

Perubahan KUA dan 

Perubahan PPAS 

Rp. 346.722.900 Rp. 0 0 0 

3. Pembahasan APBD Rp. 41.000.000 Rp. 0 0 0 

4. Pembahasan APBD 

Perubahan 

Rp. 177.552.900 Rp. 0 0 0 

5. Pembahasan 

Pertanggungjawaban 

APBD 

Rp. 304.685.900 Rp. 0 0 0 

III. Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Rp. 790.294.934 Rp. 531.597.434 67,3  

1. Pengawasan Rp. 790.294.934 Rp. 531.597.434 67,3 70 
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Penggunaan Anggaran 

IV. Peningkatan 

Kapasitas DPRD 

Rp. 2.855.328.850 Rp. 1.008.632.773 35,4  

1. Pendalaman Tugas 

DPRD 

Rp. 1.769.943.250 Rp. 786.496.422 44,5 50 

2. Publikasi dan 

Dokumentasi Dewan 

Rp. 779.835.600 Rp. 95.830.151 12,3 50 

3. Penyediaan Tenaga 

Ahli Fraksi 

Rp. 290.550.000 Rp. 120.430.000 41,5 50 

4. Penyelenggaraan 

Hubungan 

Masyarakat 

Rp. 15.000.000 5.876.200 39,2 45 

V. Penyerapan dan 

Penghimpunan 

Aspirasi Masyarakat  

Rp. 2.562.704.450 Rp. 951.511.200 37,2  

1. Kunjungan Kerja 

Dalam Daerah 

Rp. 905.000.000 Rp. 574.887.150 63,6 70 

2. Penyusunan Pokok-

Pokok Pikiran DPRD 

Rp. 45.000.000 Rp. 23.507.500 52,3 60 

3. Pelaksanaan Reses Rp. 1.612.704.450 Rp. 353.116.550 22 50 

VI. Fasilitasi Tugas 

DPRD 

Rp. 2.946.231.166 Rp. 2.100.285.512 71,3  

1. Koordinasi dan 

Konsultasi 

Pelaksanaan Tugas 

DPRD 

Rp. 2.946.231.166 Rp. 2.100.285.512 71,3 80 
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BAB III 

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT 

PENCAPAIAN KINERJA 

 

3.1 FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA 

Rencana Kerja Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar 

pijakan untuk menyusun kebijakan umum anggaran Sekretariat DPRD 

Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2026 yang akan datang. Selain 

itu juga digunakan sebagai tolok ukur dalam pertanggungjawaban 

kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar yang di 

implementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang 

mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan dan hasil 

akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan yang berlaku. 

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hal yang sangat 

penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi yang 

ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik 

internal maupun eksternal. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi 

oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, 

peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan 

sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri 

atas dua faktor strategis, yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan 

(weakness), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas 

dua faktor strategis, yaitu peluang (opportunity) dan ancaman/tantangan 

(threath). 

 
3.2 FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA 

Dengan kondisi yang ada dan tingkat capaian pelayanan, tentu 

masih dijumpai adanya kendala, tantangan ataupun hambatan. 

Terutama mengingat DPRD adalah unsur lembaga penyelenggara 

pemerintahan yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan 
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kebijakan daerah tentu harus mempunyai banyak referensi dan 

informasi yang cukup luas. Untuk memperlancar serta mempermudah 

pengambilan keputusan diperlukan data dan informasi yang up to date, 

valid dan mudah untuk mengaksesnya setiap saat dibutuhkan. Maka 

tantangan pelayanan kedepan terhadap dukungan kelancaran terhadap 

fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan 

DPRD, harus disiapkan Sumber Daya Manusia yang memadai, 

mempunyai kompetensi dalam bidang informasi dan tekhnologi serta 

pengembangan fasilitas transformasi teknologi informasi. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 KESIMPULAN 

Melalui evaluasi Rencana Kerja Triwulan II TA 2025 Sekretariat 

DPRD Kabupaten Tanah Datar, diharapkan dapat memberikan 

gambaran program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan 

dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dicapainya. 

Program dan kegiatan tersebut merupakan gambaran pelayanan 

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam pelayanan administrasi 

dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. 

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal yang 

penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran 

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai 

dengan kewenangan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, 

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan 

persandian yang diemban oleh Sekretariat DPRD sebagai salah satu OPD 

dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Oleh karena itu, sangat 

diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan 

pelaksanaan isi Renja Sekretariat DPRD. 

4.2 REKOMENDASI TINDAK LANJUT 

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut tidak 

terlepas dari hambatan dan kendala, oleh karena itu perlu diantisipasi 

sejak dini upaya-upaya perbaikan dan penyesuaiannya melalui evaluasi 

secara berkala setiap bulan secara intens dan konsisten dan 

berkoordinasi antar Bagian dan Sekretaris DPRD dan Pimpinan DPRD 

Kabupaten tanah Datar selaku pihak yang dilayani dan yang 

melayaninya. 

Terhadap program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas 

agar betul-betul dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan 

senantiasa berprinsip pada azas efisiensi dan efektivitas serta 
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akuntabilitasnya. Hal itu tentu berpedoman pada rencana yang sudah 

tersusun dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan. 

Akhirnya melalui Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan II 

tahun 2025 ini diharapkan adanya perbaikan dan penyesuaian pada 

pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan selanjutnya 

Demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan, dan terima 

kasih. 

 Batusangkar,       Juli 2025 
SEKRETARIS DPRD 

KABUPATEN TANAH DATAR 
 
 
 

Drs. YUHARDI 
NIP. 19650909 199203 1 007 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat 

hidayahNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Evaluasi Rencana 

Kerja (Renja) Triwulan III Tahun 2025 pada Sekretariat DPRD Kabupaten 

Tanah Datar. 

Melalui Evaluasi Rencana Kerja Triwulan III Sekretariat DPRD 

Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan 

gambaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan 

dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dicapainya. 

Program dan kegiatan tersebut merupakan gambaran pelayanan 

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam pelayanan administrasi 

dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. 

Akhirnya melalui Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan III 

Tahun 2025 ini diharapkan adanya perbaikan dan penyesuaian pada 

pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan selanjutnya. 

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih. 

 

 Batusangkar,       Oktober 2025 

Plt. SEKRETARIS DPRD 
KABUPATEN TANAH DATAR 

 

 

SYAIFUL, SH 
NIP. 19780408 200501 1 004 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025, merupakan 

bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara 

substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai 

dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk 

mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah 

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah (RKPD) tahun 2025. 

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD 

untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan 

kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh 

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong 

partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu 

pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. 

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar merupakan SKPD yang 

melaksanakan urusan penunjang, yaitu sebagai unsur pelayanan 

administrasi dan pemberian dukungan  terhadap tugas dan fungsi 

DPRD, sehingga dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan 

program dan kegiatannya tidak secara langsung melibatkan masyarakat. 

Evaluasi terhadap Rencana Kerja ini merupakan bentuk untuk 

mengetahui sejauh mana Renstra telah dijabarkan dalam rencana kerja 

tahunan. Evaluasi dilaksanakan secara triwulan dan laporan ini 

merupakan laporan triwulan III  pelaksanaan rencana kerja sesuai 

dengan anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar. 
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Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2025 disusun 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang diperbaharui dengan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang 

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, 

sehingga terjadi perubahan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. 

1.2 LANDASAN HUKUM 

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2025 

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi 

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1956 Nomor 25); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, sera Tata Cara Perubahan Rancana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 

2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 

3 Seri E); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 

2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2021-2026 Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Datar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 29); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 

2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40); 

11. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 29 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. 
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1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud disusunnya rancangan perubahan rencana kerja 

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 adalah : 

1. Menjadi acuan/dasar bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah 

Datar dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah 

strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas 

dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar. 

2. Menyediakan dokumen resmi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah 

Datar dalam rangka penyusunan perencanaan, menentukan 

prioritas dan menyusun program dan kegiatan Sekretariat DPRD 

Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 yang dibiayai dengan APBD 

Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN. 

3. Agar seluruh aparatur di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah 

Datar dapat memahami dan menilai arah kebijakan, program dan 

kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025. 

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD 

Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 adalah sebagai alat dan pedoman 

untuk melaksanakan program dan kegiatan yang pada akhirnya 

diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program 

dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar  dan sebagai 

acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban. 

 

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk mengetahui materi secara keseluruhan dari dokumen 

rancangan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar 

Tahun 2025 ini, perlu disampaikan sistematika penyusunan Renja ini, 

yaitu sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai : 

1.1  Latar Belakang 

1.2  Landasan Hukum 

1.3  Maksud dan Tujuan, serta 

1.4  Sistematika Penulisan  



5 
 

BAB  II   EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN 

  TRIWULAN II TAHUN BERKENAN 

  Pada bab ini menjelaskan mengenai : 

  2.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala 

OPD Triwulan III 

  2.2 Realisasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub  

  Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja (tambahkan     

tabel evaluasi renja) 

BAB III  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT 

 DAERAH 

 Pada bab ini menjelaskan mengenai : 

3.1   Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja 

3.2  Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja 

BAB IV   PENUTUP 

 Pada bab ini menjelaskan mengenai : 

  4.1  Kesimpulan 

  4.2  Rekomendasi Tindak Lanjut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

BAB II 

CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT 

DAERAH TRIWULAN III 

 

2.1 REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  

 KEPALA OPD TRIWULAN III 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2025 

 

 

No. 

 

Sasaran 

 

Indikator 

Realisasi Kinerja 

Triwulan III 

Target 

2025 
Realisasi 

1. Terwujudnya hubungan 

yang harmonis antara 

legislatif dan eksekutif 

Zero Complain 

terhadap 

fasilitasi 

Sekretariat 

DPRD 

Zero 

Complain 
 

2. Meningkatnya Layanan 

Administrasi 

Nilai 

akuntabilitas 

Sekretariat 

DPRD 

70  

Inovasi yang 

dikembangkan 

dan 

diterapkan 

1  

Hasil Survey 

kepuasan 

masyarakat 

dan anggota 

DPRD 

90  
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2.2 REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB 

 KEGIATAN DAN ANGGARAN RENCANA KERJA 

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun anggaran 2025 

memiliki anggaran sebesar Rp. 34.031.725.689 dan realisasinya 

sebesar Rp. 23.591.337.637 atau 69,32 %, lebih lanjutnya dapat dilihat 

dari uraian berikut ini :  

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Program ini terdiri atas 9 kegiatan dan 31 sub kegiatan dengan 

jumlah anggaran sebesar Rp. 23.008.106.689,- dari jumlah 

anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 15.631.624.502,- atau 

67,94%  Pada pelaksanaan program ini, realisasi dari indikator 

kinerja keluaran (output) kegiatan masih rendah, diakibatkan oleh 

adanya perubahan sistem pembayaran dan pembaruan di aplikasi 

perpajakan. Dapat dilihat setiap sub kegiatan sebagai berikut : 

A. 

PROGRAM 

PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

PAGU ANGGARAN REALISASI 
% 

Keu 

% 

Fisik 

I. Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Rp. 183.207.500 Rp. 150.632.750 82,22  

1. Penyusunan Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah 

Rp. 171.407.500 Rp. 138.839.550 81 85 

2. Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Rp. 11.800.000 Rp. 11.793.200 99,94 100 

II. Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah 

Rp. 2.998.348.733 Rp. 1.887.699.797 62,96  

1. Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 
Rp. 2.986.548.733 Rp. 1.875.905.597 65 50 

2. Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun 

SKPD 

Rp. 11.800.000 Rp. 11.794.200 100 100 
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III. Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

Rp. 50.000.000 Rp. 13.500.000 27  

1. Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas 

Dan Fungsi 

Rp. 50.000.000 Rp. 13.500.000 27 0 

IV. Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 
Rp. 1.995.000.000 Rp.1.677.754.005 84,1  

1. Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/ 

Penerangan Bangunan 

Kantor  

Rp. 25.000.000 Rp. 10.467.000 41,87 65 

2. Penyediaan Peralatan 

Rumah Tangga 
Rp. 65.000.000 Rp. 27.057.000 41,63 65 

3. Penyediaan bahan 

Logistik Kantor 
Rp. 195.000.000 Rp. 155.849.550 79,92 82 

4. Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

Rp. 195.000.000 Rp. 154.283.000 79,12 82 

5. Penyediaan Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan 

Rp. 130.000.000 Rp. 79.830.000 61,41 65 

6. Fasilitasi Kunjungan 

Tamu 
Rp. 285.000.000 Rp. 227.400.350 79,79 85 

7. Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

Rp. 1.100.000.000 Rp. 1.022.867.105 92,99 97 

V. Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Rp. 198.750.000 Rp. 133.055.700 66,95  

1. Pengadaan Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 

Jabatan 

Rp. 0 Rp. 0 0  

2. Pengadaan Mebel Rp. 83.500.000 Rp. 32.745.000 39,22 55 

3. Pengadaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya 
Rp. 115.250.000 Rp. 100.310.700 87,04 94 

4. Pengadaan Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

Rp. 0 Rp. 0 0  

5. Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

Rp. 0 Rp. 0 0  

6. Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau 

Rp. 0 Rp. 0 0  
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Bangunan Lainnya 

VI. Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Rp. 1.073.176.277 Rp. 461.751.145 43,1  

1. Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 
Rp. 277.479.600 Rp. 187.022.100 67,4 70 

2. Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Rp. 275.000.000 Rp. 189.117.251 68,77 70 

3. Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan kantor 

Rp. 60.000.000 Rp. 35.600.000 59,33 65 

4. Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor 

Rp. 520.696.677 Rp. 350.296.211 67,27 70 

VII. Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Rp. 2.784.643.199 Rp. 792.662.902 28,47  

1. Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan 

Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 

Jabatan 

Rp. 1.004.224.020 Rp. 97.011.550 9,66 65 

2. 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan 

Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas atau 

Operasional 

Rp. 1.106.706.388 Rp. 263.091.200 23,77 65 

3. Pemeliharaan Mebel Rp. 35.000.000 Rp. 0 0 55 

4. Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

Rp. 65.000.000 Rp. 46.175.000 71,04 75 

5. Pemeliharaan/ 

Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan 

Lainnya 

Rp. 573.712.791 Rp. 386.385.152 67,35 70 

VII. Layanan Keuangan 

dan Kesejahteraan 

DPRD 

Rp. 12.989.980.980 Rp. 9.785.417.730 75,33  

1. Penyelenggaraan 

Administrasi 

Keuangan DPRD 

Rp. 12.337.480.980 Rp. 9.236.429.230 74,86 80 
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2. Penyediaan Pakaian 

Dinas dan Atribut 

DPRD 

Rp. 565.000.000 Rp. 548.988.500 97,17 100 

3. Pelaksanaan Medical 

Check Up DPRD 
Rp. 87.500.000 Rp. 0 0 30 

IX. Layanan 

Administrasi DPRD 
Rp. 675.000.000 Rp. 428.866.056 63,54  

1. Fasilitasi Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi DPRD 

Rp. 415.000.000 Rp. 308.289.700 74,29 80 

2. Penyediaan Kebutuhan 

Rumah Tangga DPRD 
Rp. 260.000.000 Rp. 120.576.356 46,38 65 

 

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 

Program ini terdiri atas 6 kegiatan dan 15 sub kegiatan dengan 

jumlah anggaran sebesar Rp. 11.023.619.000,- dari jumlah anggaran 

tersebut terealisasi sebesar Rp. 7.959.713.135,- atau 72,21%. Pada 

pelaksanaan program ini, realisasi dari indikator kinerja keluaran 

(output) kegiatan masih rendah, diakibatkan oleh perubahan sistem 

pembayaran dan pembaruan di aplikasi perpajakan. Dapat dilihat 

dari uraian sub kegiatan sebagai berikut : 

B 

PROGRAM 

DUKUNGAN 

PELAKSANAAN 

TUGAS DAN FUNGSI 

DPRD 

PAGU ANGGARAN REALISASI 
% 

Keu 

% 

Fisik 

I. Pembentukan 

Peraturan Daerah 

dan Peraturan DPRD 

Rp. 652.375.000 Rp. 506.299.913 77,61  

1. Pembahasan 

Rancangan Peraturan 

Daerah 

Rp. 652.375.000 Rp. 506.299.913 77,61 85 

II. Pembahasan 

Kebijakan Anggaran 
Rp. 1.216.684.600 Rp. 612.845.472 50,37  

1. Pembahasan KUA dan 

PPAS 
Rp. 346.722.900 Rp. 145.575.132 41,99 100 

2. Pembahasan 

Perubahan KUA dan 

Perubahan PPAS 

Rp. 346.722.900 Rp. 171.263.600 49,39 100 

3. Pembahasan APBD Rp. 41.000.000 Rp. 0 0 0 

4. Pembahasan APBD 

Perubahan 
Rp. 177.552.900 Rp. 136.676.700 76,98 100 

5. Pembahasan Rp. 304.685.900 Rp. 159.330.040 52,29 0 
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Pertanggungjawaban 

APBD 

III. Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Rp. 790.294.934 Rp. 773.433.824 97,87  

1. Pengawasan 

Penggunaan Anggaran 
Rp. 790.294.934 Rp. 773.433.824 97,87 100 

IV. Peningkatan 

Kapasitas DPRD 
Rp. 2.855.328.850 Rp. 1.535.962.530 53,79  

1. Pendalaman Tugas 

DPRD 
Rp. 1.769.943.250 Rp. 1.063.411.899 60,08 65 

2. Publikasi dan 

Dokumentasi Dewan 
Rp. 779.835.600 Rp. 269.439.431 34,55 75 

3. Penyediaan Tenaga 

Ahli Fraksi 
Rp. 290.550.000 Rp. 193.330.000 66,54 70 

4. Penyelenggaraan 

Hubungan 

Masyarakat 

Rp. 15.000.000 Rp. 9.781.200 65,21 80 

V. Penyerapan dan 

Penghimpunan 

Aspirasi 

Masyarakat 

Rp. 2.562.704.450 Rp. 1.597.451.250 62,33  

1. Kunjungan Kerja 

Dalam Daerah 
Rp. 905.000.000 Rp. 853.976.100 94,36 95 

2. Penyusunan Pokok-

Pokok Pikiran DPRD 
Rp. 45.000.000 Rp. 33.482.300 74,41 80 

3. Pelaksanaan Reses Rp. 1.612.704.450 Rp. 709.992.850 44,02 65 

VI. Fasilitasi Tugas 

DPRD 
Rp. 2.946.231.166 Rp. 2.933.720.146 99,58  

1. Koordinasi dan 

Konsultasi 

Pelaksanaan Tugas 

DPRD 

Rp. 2.946.231.166 Rp. 2.933.720.146 99,58 100 
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BAB III 

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT 

PENCAPAIAN KINERJA 

 

3.1 FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA 

Rencana Kerja Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar 

pijakan untuk menyusun kebijakan umum anggaran Sekretariat DPRD 

Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2026 yang akan datang. Selain 

itu juga digunakan sebagai tolak ukur dalam pertanggungjawaban 

kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar yang di 

implementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang 

mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan dan hasil 

akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan yang berlaku. 

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hal yang sangat 

penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi yang 

ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik 

internal maupun eksternal. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa 

dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, 

situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam 

mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal 

organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu kekuatan 

(strength) dan kelemahan (weakness), serta berupa lingkungan eksternal 

organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu peluang 

(opportunity) dan ancaman/tantangan (threath). 

3.2 FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA 

Dengan kondisi yang ada dan tingkat capaian pelayanan, tentu 

masih dijumpai adanya kendala, tantangan ataupun hambatan. 

Terutama mengingat DPRD adalah unsur lembaga penyelenggara 
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pemerintahan yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan 

kebijakan daerah tentu harus mempunyai banyak referensi dan 

informasi yang cukup luas. Untuk memperlancar serta mempermudah 

pengambilan keputusan diperlukan data dan informasi yang up to date, 

valid dan mudah untuk mengaksesnya setiap saat dibutuhkan. Maka 

tantangan pelayanan kedepan terhadap dukungan kelancaran terhadap 

fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan 

DPRD, harus disiapkan Sumber Daya Manusia yang memadai, 

mempunyai kompetensi dalam bidang informasi dan tekhnologi serta 

pengembangan fasilitas transformasi teknologi informasi. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 KESIMPULAN 

Melalui evaluasi Rencana Kerja Triwulan III TA 2025 Sekretariat 

DPRD Kabupaten Tanah Datar, diharapkan dapat memberikan 

gambaran program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan 

dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dicapainya. Program 

dan kegiatan tersebut merupakan gambaran pelayanan Sekretariat 

DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam pelayanan administrasi dan 

pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Pagu Sekretariat 

DPRD Tanah Datar pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 

34.031.725.689,- sampai triwulan III ini anggaran sudah terealisasi 

sebesar Rp. 23.591.337.637,- atau 69,32%.  

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal yang 

penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran 

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai 

dengan kewenangan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, 

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan 

persandian yang diemban oleh Sekretariat DPRD sebagai salah satu OPD 

dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Oleh karena itu, sangat 

diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan 

pelaksanaan isi Renja Sekretariat DPRD. 

4.2 REKOMENDASI TINDAK LANJUT 

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut tidak 

terlepas dari hambatan dan kendala, oleh karena itu perlu diantisipasi 

sejak dini upaya-upaya perbaikan dan penyesuaiannya melalui evaluasi 

secara berkala setiap bulan secara intens dan konsisten dan 

berkoordinasi antar Bagian dan Sekretaris DPRD dan Pimpinan DPRD 

Kabupaten tanah Datar selaku pihak yang dilayani dan yang 

melayaninya. 
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Terhadap program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas 

agar betul-betul dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan 

senantiasa berprinsip pada azas efisiensi dan efektivitas serta 

akuntabilitasnya. Hal itu tentu berpedoman pada rencana yang sudah 

tersusun dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan. 

Akhirnya melalui Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan III 

tahun 2025 ini diharapkan adanya perbaikan dan penyesuaian pada 

pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan selanjutnya 

Demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan, dan terima 

kasih. 

 

 Batusangkar,       Oktober 2025 
Plt. SEKRETARIS DPRD 

KABUPATEN TANAH DATAR 
 
 
 

SYAIFUL, SH 
NIP. 19780408 200501 1 004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

Batusangkar,     Oktober 2026 

Plt. Sekretaris DPRD 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat 

hidayahNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Evaluasi Rencana 

Kerja (Renja) Triwulan IV Tahun 2025 pada Sekretariat DPRD Kabupaten 

Tanah Datar. 

Melalui Evaluasi Rencana Kerja Triwulan IV Sekretariat DPRD 

Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan 

gambaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan 

dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dicapainya. 

Program dan kegiatan tersebut merupakan gambaran pelayanan 

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam pelayanan administrasi 

dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. 

Akhirnya melalui Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan IV 

Tahun 2025 ini diharapkan adanya perbaikan dan penyesuaian pada 

pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan selanjutnya. 

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih. 

 

 

 

Batusangkar,       Januari 2026 

SEKRETARIS DPRD 
KABUPATEN TANAH DATAR 

 

 

HARFIAN FIKRI, S.Sos 
NIP. 19680525 198809 1 001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2025, merupakan 

bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara 

substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai 

dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk 

mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah 

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah (RKPD) tahun 2025. 

Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD 

untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan 

kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh 

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong 

partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu 

pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. 

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar merupakan SKPD yang 

melaksanakan urusan penunjang, yaitu sebagai unsur pelayanan 

administrasi dan pemberian dukungan  terhadap tugas dan fungsi 

DPRD, sehingga dalam pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan 

program dan kegiatannya tidak secara langsung melibatkan masyarakat. 

Evaluasi terhadap Rencana Kerja ini merupakan bentuk untuk 

mengetahui sejauh mana Renstra telah dijabarkan dalam rencana kerja 

tahunan. Evaluasi dilaksanakan secara triwulan dan laporan ini 

merupakan laporan triwulan IV  pelaksanaan rencana kerja sesuai 

dengan anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Perubahan (DPA Perubahan) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar. 
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Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2025 disusun 

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang diperbaharui dengan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang 

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, 

sehingga terjadi perubahan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. 

1.2 LANDASAN HUKUM 

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Tahun 2025 

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut : 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi 

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1956 Nomor 25); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 - 2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, sera Tata Cara Perubahan Rancana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 

2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 

3 Seri E); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 tahun 

2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2021-2026 Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Datar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 29); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 

2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40); 

11. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 29 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. 
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1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud disusunnya rancangan perubahan rencana kerja 

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 adalah : 

1. Menjadi acuan/dasar bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah 

Datar dalam merencanakan dan menentukan langkah-langkah 

strategis guna meningkatkan dan mendukung pelaksanaan tugas 

dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar. 

2. Menyediakan dokumen resmi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah 

Datar dalam rangka penyusunan perencanaan, menentukan 

prioritas dan menyusun program dan kegiatan Sekretariat DPRD 

Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 yang dibiayai dengan APBD 

Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN. 

3. Agar seluruh aparatur di Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah 

Datar dapat memahami dan menilai arah kebijakan, program dan 

kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025. 

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD 

Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 adalah sebagai alat dan pedoman 

untuk melaksanakan program dan kegiatan yang pada akhirnya 

diarahkan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran program 

dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar  dan sebagai 

acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban. 

 

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk mengetahui materi secara keseluruhan dari dokumen 

rancangan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar 

Tahun 2025 ini, perlu disampaikan sistematika penyusunan Renja ini, 

yaitu sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai : 

1.1  Latar Belakang 

1.2  Landasan Hukum 

1.3  Maksud dan Tujuan, serta 

1.4  Sistematika Penulisan  
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BAB  II   EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN 

TRIWULAN II TAHUN BERKENAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai : 

2.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama Kepala OPD 

Triwulan IV 

2.2 Realisasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub 

Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja (tambahkan tabel 

evaluasi renja) 

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

Pada bab ini menjelaskan mengenai : 

3.1 Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja 

3.2 Faktor Penghambat Keberhasilan Kerja 

BAB IV PENUTUP 

Pada bab ini menjelaskan mengenai : 

  4.1  Kesimpulan 

  4.2  Rekomendasi Tindak Lanjut 
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BAB II 

CAPAIAN KINERJA RENJA PERANGKAT 

DAERAH TRIWULAN IV 

 

2.1 REALISASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  

 KEPALA OPD TRIWULAN IV 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Tahun 2025 

 

 

No. 

 

Sasaran 

 

Indikator 

Realisasi Kinerja 

Triwulan IV 

Target 

2025 
Realisasi 

1. Terwujudnya hubungan 

yang harmonis antara 

legislatif dan eksekutif 

Zero Complain 

terhadap 

fasilitasi 

Sekretariat 

DPRD 

Zero 

Complain 

Zero 

Complain 

2. Meningkatnya Layanan 

Administrasi 

Nilai 

akuntabilitas 

Sekretariat 

DPRD 

70 69,05 

Inovasi yang 

dikembangkan 

dan 

diterapkan 

1 1 

Hasil Survey 

kepuasan 

masyarakat 

dan anggota 

DPRD 

95,50 96,66 
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2.2 REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM, KEGIATAN, SUB 

 KEGIATAN DAN ANGGARAN RENCANA KERJA 

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar tahun anggaran 2025 

memiliki anggaran sebesar Rp. 36.469.736.839 dan realisasinya 

sebesar Rp. 33.766.911.054 atau 91,43 %, lebih lanjutnya dapat dilihat 

dari uraian berikut ini :  

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Program ini terdiri atas 9 kegiatan dan 31 sub kegiatan dengan 

jumlah anggaran sebesar Rp. 22.597.091.390,- dari jumlah 

anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 21.756.296.182,- atau 

96,28%  Pada pelaksanaan program ini, realisasi dari indikator 

kinerja keluaran (output) kegiatan masih rendah, diakibatkan oleh 

adanya perubahan sistem pembayaran dan pembaruan di aplikasi 

perpajakan. Dapat dilihat setiap sub kegiatan sebagai berikut : 

A. 

PROGRAM 

PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAH 

DAERAH 

PAGU ANGGARAN REALISASI 
% 

Keu 

% 

Fisik 

I. Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Rp. 232.707.500 Rp. 232.296.182 99,96  

1. Penyusunan Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah 

220.907.500 Rp. 220.831.750 99,97 100 

2. Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

Rp. 11.800.000 Rp. 11.793.200 99,94 100 

II. Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah 

Rp. 2.613.936.314 Rp. 2.418.011.714 92,5  

1. Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 
Rp. 2.602.136.314 Rp. 2.406.217.514 92,47 100 

2. Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun 

SKPD 

Rp. 11.800.000 Rp. 11.794.200 99,95 100 
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III. Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

Rp. 50.000.000 Rp. 13.500.000 27  

1. Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas 

Dan Fungsi 

Rp. 50.000.000 Rp. 13.500.000 27 50 

IV. Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 
Rp. 2.298.929.000 Rp.2.195.869.500 84,1  

1. Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/ 

Penerangan Bangunan 

Kantor  

Rp. 35.429.000 Rp. 27.022.200 76,27 100 

2. Penyediaan Peralatan 

Rumah Tangga 
Rp. 143.500.000 Rp. 103.134.500 71,87 100 

3. Penyediaan bahan 

Logistik Kantor 
Rp. 215.000.000 Rp. 204.784.550 95,25 100 

4. Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

Rp. 215.000.000 Rp. 186.900.200 86,93 100 

5. Penyediaan Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan 

Rp. 130.000.000 Rp. 119.310.000 91,78 100 

6. Fasilitasi Kunjungan 

Tamu 
Rp. 360.000.000 Rp. 355.589.750 98,77 100 

7. Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

Rp. 1.200.000.000 Rp. 1.199.128.300 99,93 100 

V. Pengadaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Rp. 1.005.500.000 Rp. 944.939.703 93,98  

1. Pengadaan Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 

Jabatan 

Rp. 0 Rp. 0 0  

2. Pengadaan Mebel Rp. 130.250.000  Rp. 118.270.500 90,8 100 

3. Pengadaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya 
Rp. 875.250.000 Rp. 826.6693203 94,45 100 

4. Pengadaan Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

Rp. 0 Rp. 0 0  

5. Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

Rp. 0 Rp. 0 0  

6. Pengadaan Sarana dan 

Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau 

Rp. 0 Rp. 0 0  
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Bangunan Lainnya 

VI. Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Rp. 1.138.176.277 Rp. 1.090.255.277 95,79  

1. Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 
Rp. 277.479.600 Rp. 262.920.100 94,75 100 

2. Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Rp. 280.000.000 Rp. 259.879.580 92,81 100 

3. Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan kantor 

Rp. 60.000.000 Rp. 47.200.000 78,67 100 

4. Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor 

Rp. 520.696.677 Rp. 520.255.599 99,92 100 

VII. Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Rp. 1.633.643.199   Rp. 1.326.395.135 81,19  

1. Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan 

Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas 

Jabatan 

Rp. 343.224.020 Rp. 180.962.050 52,72 100 

2. 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, dan 

Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas atau 

Operasional 

Rp. 566.706.388 Rp. 445.656.500 78,64 100 

3. Pemeliharaan Mebel Rp. 35.000.000 Rp. 28.943.100 82,69 100 

4. Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

Rp. 85.000.000 Rp. 74.361.000 87.48 100 

5. Pemeliharaan/ 

Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan Bangunan 

Lainnya 

Rp. 603.712.791 Rp. 596.472.485 98,8 100 

VII. Layanan Keuangan 

dan Kesejahteraan 

DPRD 

Rp. 12.925.834.600 Rp. 12.845.392.740 86,58  

1. Penyelenggaraan 

Administrasi 

Keuangan DPRD 

Rp. 12.360.834.600 Rp. 12.296.404.240 99,48 100 
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2. Penyediaan Pakaian 

Dinas dan Atribut 

DPRD 

Rp. 565.000.000 Rp. 548.988.500 97,17 100 

3. Pelaksanaan Medical 

Check Up DPRD 
Rp. 87.500.000 Rp. 0 0 100 

IX. Layanan 

Administrasi DPRD 
Rp. 698.364.500 Rp. 689.307.361 98,7  

1. Fasilitasi Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi DPRD 

Rp. 415.000.000 Rp. 412.520.300 99,4 

100 

2. Penyediaan Kebutuhan 

Rumah Tangga DPRD 
Rp. 283.364.500 Rp. 276.787.061 97,68 

100 

 

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 

Program ini terdiri atas 6 kegiatan dan 15 sub kegiatan dengan 

jumlah anggaran sebesar Rp. 13.872.645.449,- dari jumlah anggaran 

tersebut terealisasi sebesar Rp. 12.010.614.872,- atau 86,58%. Pada 

pelaksanaan program ini, realisasi dari indikator kinerja keluaran 

(output) kegiatan masih rendah, diakibatkan oleh perubahan sistem 

pembayaran dan pembaruan di aplikasi perpajakan. Dapat dilihat 

dari uraian sub kegiatan sebagai berikut : 

B 

PROGRAM 

DUKUNGAN 

PELAKSANAAN 

TUGAS DAN FUNGSI 

DPRD 

PAGU ANGGARAN REALISASI 
% 

Keu 

% 

Fisik 

I. Pembentukan 

Peraturan Daerah 

dan Peraturan DPRD 

Rp. 1.277.156.500 Rp. 1.127.616.716 88,29  

1. Pembahasan 

Rancangan Peraturan 

Daerah 

Rp. 1.277.156.500 Rp. 1.127.616.716 88,29 100 

II. Pembahasan 

Kebijakan Anggaran 
Rp. 1.423.724.740 Rp. 1.084.806.022 76,19  

1. Pembahasan KUA dan 

PPAS 
Rp. 346.722.900 Rp. 145.575.132 41,99 100 

2. Pembahasan 

Perubahan KUA dan 

Perubahan PPAS 

Rp. 173.093.000 Rp. 171.263.600 98,94 100 

3. Pembahasan APBD Rp. 564.886.000 Rp. 467.406.550 82,74 100 

4. Pembahasan APBD 

Perubahan 
Rp. 177.552.900 Rp. 141.230.700 79,54 100 

5. Pembahasan 

Pertanggungjawaban 
Rp. 161.0469.940 Rp. 159.330.040 98,67 100 
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APBD 

III. Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Rp. 774.495.424 Rp. 773.433.824 99,86  

1. Pengawasan 

Penggunaan Anggaran 
Rp. 774.495.424 Rp. 773.433.824 99,86 100 

IV. Peningkatan 

Kapasitas DPRD 
Rp. 3.624.543.850 Rp. 2.651.552.843   

1. Pendalaman Tugas 

DPRD 
Rp. 2.539.158.250 Rp. 1.780.750.736 70.13 

100 

2. Publikasi dan 

Dokumentasi Dewan 
Rp. 779.550.000 Rp. 576.953.407 72,83 

100 

3. Penyediaan Tenaga 

Ahli Fraksi 
Rp. 290.550.000 Rp. 290.125.000 99,85 

100 

4. Penyelenggaraan 

Hubungan 

Masyarakat 

Rp. 15.000.000 Rp. 12.723.700 84,82 

100 

V. Penyerapan dan 

Penghimpunan 

Aspirasi 

Masyarakat 

Rp. 2.409.029.450 Rp. 2.091.027.555 86,8  

1. Kunjungan Kerja 

Dalam Daerah 
Rp. 935.000.000 Rp. 907.196.600 97,03 

100 

2. Penyusunan Pokok-

Pokok Pikiran DPRD 
Rp. 45.000.000 Rp. 43.023.400 95,61 

100 

3. Pelaksanaan Reses Rp. 1.429.029.450 Rp. 1.140.807.555 79,83 100 

VI. Fasilitasi Tugas 

DPRD 
Rp. 4.363.695.485 Rp. 4.282.177.912 98,13  

1. Koordinasi dan 

Konsultasi 

Pelaksanaan Tugas 

DPRD 

Rp. 4.363.695.485 Rp. 4.282.177.912 98,13 100 
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BAB III 

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT 

PENCAPAIAN KINERJA 
 

3.1 FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA 

Rencana Kerja Tahun 2025 ini nantinya akan menjadi dasar 

pijakan untuk menyusun kebijakan umum anggaran Sekretariat DPRD 

Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2026 yang akan datang. Selain 

itu juga digunakan sebagai tolak ukur dalam pertanggungjawaban 

kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Datar yang di 

implementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang 

mengandung pengertian bahwa setiap program kegiatan dan hasil 

akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan yang berlaku. 

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hal yang sangat 

penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi yang 

ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik 

internal maupun eksternal. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa 

dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, 

situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam 

mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal 

organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu kekuatan 

(strength) dan kelemahan (weakness), serta berupa lingkungan eksternal 

organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu peluang 

(opportunity) dan ancaman/tantangan (threath). 

3.2 FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA 

Dengan kondisi yang ada dan tingkat capaian pelayanan, tentu 

masih dijumpai adanya kendala, tantangan ataupun hambatan. 

Terutama mengingat DPRD adalah unsur lembaga penyelenggara 

pemerintahan yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan 

kebijakan daerah tentu harus mempunyai banyak referensi dan 

informasi yang cukup luas. Untuk memperlancar serta mempermudah 
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pengambilan keputusan diperlukan data dan informasi yang up to date, 

valid dan mudah untuk mengaksesnya setiap saat dibutuhkan. Maka 

tantangan pelayanan kedepan terhadap dukungan kelancaran terhadap 

fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran dan pengawasan 

DPRD, harus disiapkan Sumber Daya Manusia yang memadai, 

mempunyai kompetensi dalam bidang informasi dan tekhnologi serta 

pengembangan fasilitas transformasi teknologi informasi. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 KESIMPULAN 

Melalui evaluasi Rencana Kerja Triwulan IV TA 2025 Sekretariat 

DPRD Kabupaten Tanah Datar, diharapkan dapat memberikan 

gambaran program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan 

dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang dicapainya. Program 

dan kegiatan tersebut merupakan gambaran pelayanan Sekretariat 

DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam pelayanan administrasi dan 

pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Pagu Sekretariat 

DPRD Tanah Datar pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 

36.469.736.839,- sampai triwulan IV ini anggaran sudah terealisasi 

sebesar Rp. 33.766.911.054,- atau 91,43 %.  

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal yang 

penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran 

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai 

dengan kewenangan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, 

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan 

persandian yang diemban oleh Sekretariat DPRD sebagai salah satu OPD 

dilingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Oleh karena itu, sangat 

diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan 

pelaksanaan isi Renja Sekretariat DPRD. 

4.2 REKOMENDASI TINDAK LANJUT 

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut tidak 

terlepas dari hambatan dan kendala, oleh karena itu perlu diantisipasi 

sejak dini upaya-upaya perbaikan dan penyesuaiannya melalui evaluasi 

secara berkala setiap bulan secara intens dan konsisten dan 

berkoordinasi antar Bagian dan Sekretaris DPRD dan Pimpinan DPRD 

Kabupaten tanah Datar selaku pihak yang dilayani dan yang 

melayaninya. 
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Terhadap program dan kegiatan yang sudah menjadi prioritas 

agar betul-betul dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan 

senantiasa berprinsip pada azas efisiensi dan efektivitas serta 

akuntabilitasnya. Hal itu tentu berpedoman pada rencana yang sudah 

tersusun dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan. 

Akhirnya melalui Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan III 

tahun 2025 ini diharapkan adanya perbaikan dan penyesuaian pada 

pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan selanjutnya 

Demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan, dan terima 

kasih. 

 

 Batusangkar,       Januari 2026 
SEKRETARIS DPRD 

KABUPATEN TANAH DATAR 
 

 

HARFIAN FIKRI, S.Sos 
NIP. 19680525 198809 1 001 
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